FORM 4 : Formulir Pengisian Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran TPB/SDGs Untuk SKPD dan Instansi Vertikal
PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

Nama Tujuan (1)

terhadap PDB dan jumlah transfer dana
investasi luar negeri langsung (FDI) untuk
infrastruktur dan teknologi pelayanan
pembangunan berkelanjutan

Nama Target (2)
. . Status Keterangan .
Kode : . Sumber Data Baseline Target SDGs (9) Capaian SDGs (10) X Instansi
Indikator (3) Indikator SDGs (4) Indikator SDGs Kalsel (5) () Satuan (7) @) (11) Capaian oo
I F 1a
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2021 2021
7.1.1* Rasio elektrifikasi Persentase desa berlistrik Dinas ESDM
7.1.1.(a) Konsumisi listrik per kapita
7.1.2 Proporsi penduduk dengan sumber energi
utama pada teknologi dan bahan bakar
yang bersih.
7.1.2.(a) Jumlah sambungan jaringan gas untuk Persentase Tepat Sasaran Dinas ESDM
rumah tangga Distribusi BBM dan LPG
Bersubsidi
7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga
7.2.1* Bauran energi terbarukan Persentase potensi energi Dinas ESDM
baru terbarukan yang dapat
dimanfaatkan
7.3.1*% Intensitas energi primer. Persentase Penghematan Dinas ESDM
energi
7.a.1 Termobilisasikan dana per tahun (US $)
mulai tahun 2020 akuntabel menuju
komitmen US $100 Miliar
7.b.1 Proporsi nilai investasi efisiensi energi

Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan

bisnis koperasi dan UK

8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita Meningkatnya kontribusi Juta rupiah 24,4 23,92 24,58 25,25 BPS Kalsel
sektor perdagangan
Laju pertumbuhan PDRB per BPS Kalsel
kapita
8.1.1(a) PDB per kapita. PDB per kapita % 5,25 5,30 5,35 5,40 BPS Kalsel
PDB per kapita BPS Kalsel
8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga Realisasi Investasi PMA dan Juta Rupiah - - 500 M 250 M 250 M - 331,5M | 295,8 M | 4282 M DPMPTSP
kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per PMDN
orang bekerja per tahun.
8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non{Proporsi lapangan kerja % 26,37 25,71 25,10 24,54 BPS Kalsel
pertanian, berdasarkan jenis kelamin. informal sektor non-
pertanian, berdasarkan jenis
kelamin di Kalsel
8.3.1(a) Persentase tenaga kerja formal. Persentase tenaga kerja % 77,00 77,13 77,21 77,39 BPS Kalsel
formal di Kalsel
8.3.1(b) Persentase tenaga kerja informal sektor Persentase tenaga kerja % 26,37 25,71 25,10 24,54 BPS Kalsel
pertanian. informal sektor pertanian.
8.3.1(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Persentase peningkatan nilai % — — — — Diskoperindag




Kode ) ) Sumber Data Baseline Target SDGs (9) Capaian SDGs (10) Status Ketera?gan Instansi
) Indikator SDGs (4) Indikator SDGs Kalsel (5) Satuan (7) (11) Capaian
Indikator (3) (6) (8) Pelaksana
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2021 2021
Persentase peningkatan Diskoperindag
kemandirian (struktur)
permodalan koperasi dan UK
Jumlah koperasi dan UK yang Diskoperindag
memiliki legalitas usahanya
Jumlah nilai transakasi Diskoperindag
promosi
Jumlah usaha kecil yang Diskoperindag
mampu mengakses pasar
modern
Jumlah jenis produk unggulan Diskoperindag
koperasi dan UK yang mampu
masuk ke pasar luar daerah
Meningkatkan Implementasi Bappelitbang
Penelitian dan Pengembangan
Bidang Ekonomi dalam
Menunjang Perekonomian
Lokal di Kalsel
8.4.1 Jejak material (material footprint) yang
dihitung selama tahun berjalan.
8.4.2 Konsumsi material domestik (domestic
material consumption )
8.5.1% Upah rata-rata per jam pekerja Persentase Kenaikan UMP dan Rp. 10.625 10.625 10.625 11.250 14.985 Disnakertarns
UMPS Kalsel
8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan | Tingkat pengangguran % 1,99 2,85 2,93 3,22 BPS Barito Kuala
jenis kelamin dan kelompok umur. terbuka berdasarkan jenis
kelamin dan kelompok umur
di Barito Kuala.
8.5.2 (a) Tingkat setengah pengangguran Tingkat setengah % 34.36 - - - BPS Kalsel
pengangguran di Kalsel
8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang |Persentase usia muda (15-24 % 23.12 - - - BPS Kalsel
sedang tidak sekolah, bekerja atau tahun) di Kalsel yang sedang
mengikuti pelatihan (NEET). tidak sekolah, bekerja atau
mengikuti pelatihan (NEET) di
Kalsel
8.7.1 Persentase dan jumlah anak usia 5-17
tahun, yang bekerja, dibedakan
berdasarkan jenis kelamin dan kelompok
umur (dibedakan berdasarkan bentuk-
bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).
8.8.1 Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan
non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor
pekerjaan dan status migran.
8.8.1(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan Persentase Perusahaan yang Perusahaan 6 6 17 30 73 Disnakertarns

norma K3

menerapkan Norma K3




program perlindungan sosial dan
ketenagakerjaan dalam proporsi terhadap
anggaran nasional dan PDB

. Status Keterangan .
Kode . ) Sumber Data Baseline Target SDGs (9) Capaian SDGs (10) X 8 Instansi
. Indikator SDGs (4) Indikator SDGs Kalsel (5) Satuan (7) (11) Capaian -
Indikator (3) (6) (8) P 1a
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2021 2021
8.8.2 Peningkatan kepatuhan atas hak-hak
pekerja (kebebasan berserikat dan
perundingan kolektif) berdasarkan sumber
tekstual ILO dan peraturan perundang-
undangan negara terkait.
8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap Meningkatnya Implementasi % 2,08 2,08 0,62 0,92 Bappelitbang
PDB Penelitian dan Pengembangan
Bidang Ekonomi dalam
Menunjang Pariwisata di
Kalsel
Persentase pembangunan Disporabudpar
jumlah objek / daya tarik
pariwisata
Persentase peningkatan 136 139 Disporabudpar
jumlah usaha dibidang wisata
Persentase peningkatan 3 5 Disporabudpar
jumlah kelompok sadar wisata
8.9.1(a) Jumlah wisatawan mancanegara Persentase kenaikan jumlah orang 138 140 500 505 21 0 Disporabudpar
wisman
8.9.1(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. Jumlah Implementasi orang 126.660 | 127.728 | 160.274 | 176.301 Bappelitbang
Penelitian dan Pengembangan
Bidang Pembangunan Daerah
Persentase kenaikan jumlah 69342 83242 Disporabudpar
wisatawan nusantara
8.9.1(c) Jumlah devisa sektor pariwisata Lama tinggal wisman Disporabudpar
8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata
dalam proporsi terhadap total pekerja.
8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000
penduduk dewasa
8.10.1 (a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank
Umum).
8.10.1 (b) Proporsi kredit UMKM terhadap total
kredit.
8.10.2 Proporsi kepemilikan rekening bank orang
dewasa (18 tahun dan lebih) atau lembaga
keuangan lain atau dengan pelayanan jasa
keuangan bergerak
8.a.1 Bantuan untuk komitmen perdagangan dan
pencairan pendanaan.
8.b.1 Total pengeluaran pemerintah dalam

TUJUAN 9: INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR (MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INOVASI)




. . Status Keterangan .
Kode . ) Sumber Data Baseline Target SDGs (9) Capaian SDGs (10) X 8 Instansi
. Indikator SDGs (4) Indikator SDGs Kalsel (5) Satuan (7) (11) Capaian -
Indikator (3) (6) (8) P 1a
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2021 2021
9.1.1 Populasi penduduk desa yang tinggal dalam
jarak 2 km terhadap jalan yang layak.
9.1.1(a) Kondisi mantap jalan nasional KM 66,88 67,18 67,50 67,80
9.1.1(b) Panjang pembangunan jalan tol
9.1.1 .(c) Panjang jalur kereta api. Menyediakan sistem Dishub
Transportasi yang aman,
nyaman dan terjangkau
9.1.2 Jumlah penumpang dan volume
pengangkutan, menurut jenis transportasi.
9.1.2 (a) Jumlah bandara.
9.1.2 (b) Jumlah dermaga penyeberangan Meningkatkan Pelayanan BUAH 13 13 13 13 3 8 0 3 Dishub
Transportasi
9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis
9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri Laju pertumbuhan sektor % 13,34 Diskoperindag
manufaktur terhadap PDB dan per kapita. |industri
9.2.1(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur |Pertumbuhan sektor industri % 3,2 Diskoperindag
9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri  [Nilai tambah hasil produksi ORG 241.815 Diskoperindag
manufaktur
9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil Perkembangan unit usaha % 74,31 Diskoperindag
terhadap total nilai tambah industri
9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman
atau kredit.
9.4.1* Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca
dengan nilai tambah sektor industri
manufaktur.
9.4.1 (a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas
Rumah Kaca.
9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah
terhadap PDB.
9.5.2 Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu)
per satu juta penduduk
9.a.1 Total dukungan resmi internasional
(bantuan resmi pembangunan ditambah
aliran bantuan resmi biaya) untuk
infrastruktur
9.b.1 Proporsi nilai tambah teknologi menengah
dan tinggi terhadap total nilai tambah.
9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile
broadband .
9.c.1(a) Proporsi individu yang menguasai/ memiliki [ Proporsi individu berusia 5 % 65,42 - - - BPS Kalsel
telepon genggam. tahun ke atas yang
menguasai/ memiliki telepon
genggam di Kalsel
9.c.1 (b) Proporsi individu yang menggunakan Proporsi individu berusia 5 % 31,37 - - - BPS Kalsel

Internet

tahun ke atas yang mengakses
Internet

TUJUAN 10: BERKURANGNYA KESENJANGAN (MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA)




Kode . ) Sumber Data Baseline Target SDGs (9) Capaian SDGs (10) Status Ketera?gan Instansi
) Indikator SDGs (4) Indikator SDGs Kalsel (5) Satuan (7) (11) Capaian
Indikator (3) (6) (8) Pelaksana
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2021 2021
10.1.1* Koefisien Gini. Koefisien Gini di Barito Kuala Skala 0,36 0,34 0,29 0,28 BPS Barito Kuala
10.1.1 (a) Persentase penduduk yang hidup di bawah |Persentase penduduk yang % 4,76 4,56 4,63 4,51 5,11 BPS Barito Kuala
garis kemiskinan nasional, menurut jenis hidup di bawah garis
kelamin dan kelompok umur. kemiskinan nasional, menurut
jenis kelamin dan kelompok
umur di Barito Kuala
10.1.1 (b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.
10.1.1 (c) Jumlah desa tertinggal. Persentase desa tertinggal Desa 39 19 15 9 3 126 51 23 3 Dinas
yang menurun Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
10.1.1 (d) Jumlah Desa Mandiri Persentase desa mandiri yang Desa 0 4 5 6 8 0 1 1 2 > Dinas
meningkat Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
10.1.1 (e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah
tertinggal
10.1.1 (f) Persentase penduduk miskin di daerah
tertinggal.
10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50
persen dari median pendapatan, menurut
jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
10.3.1 Proporsi penduduk yang melaporkan
merasa didiskriminasikan atau dilecehkan
dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar
larangan diskriminasi sesuai hukum
internasional Hak Asasi Manusia.
10.3.1(a) Indeks Kebebasan Sipil
10.3.1(b)  [Jumlah penanganan pengaduan
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
10.3.1 (c) Jumlah penanganan pengaduan
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
perempuan terutama kekerasan terhadap
perempuan.
10.3.1(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam
12 bulan lalu berdasarkan pelarangan
diskriminasi menurut hukum HAM
Internasional.
10.4.1 Proporsi upah dan subsidi perlindungan
sosial dari pemberi kerja terhadap PDB
10.4.1 (a) Persentase rencana anggaran untuk belanja
fungsi perlindungan sosial pemerintah
pusat
10.4.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial

Bidang Ketenagakerjaan

105.1

Financial Soundness Indicator




Kode
Indikator (3)

Indikator SDGs (4)

Indikator SDGs Kalsel (5)

Sumber Data

(6)

Satuan (7)

Baseline

(8)

Target SDGs (9)

Capaian SDGs (10)

Status
(11)

Keterangan
Capaian

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2021

2021

Instansi
Pelaksana

10.6.1

Proporsi anggota dan hak suara negara-
negara berkembang di organisasi
internasional.

10.7.1

Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung
pekerja terhadap pendapatan tahunan di
negara tujuan.

10.7.2

Jumlah negara yang mengimplementasikan
kebijakan migran yang baik

10.7.2 (a)

Jumlah dokumen kerjasama
ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja
migran antara negara Rl dengan negara
tujuan penempatan

10.7.2 (b)

Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan
TKLN berdasarkan okupasi.

10.a.1

Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk
mengimpor dari negara kurang
berkembang/berkembang dengan tarif nol
persen.

10.b.1

Total aliran sumberdaya yang masuk untuk
pembangunan, terpilah berdasarkan negara
negara penerima dan donor serta jenis
aliran (misalnya, bantuan pembangunan
resmi, investasi asing langsung, serta aliran
yang lain).

10.c.1

17.1.1*

Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang
dikirimkan.

Total pendapatan pemerintah sebagai
proporsi terhadap PDB menurut sumbernya

Persentase Peningkatan
Pendapatan Daerah

5,00

5,00

125,83

145,99

148,67

146, 98

BP2RD

17.1.1 (a)

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.

Persen

2,41

0,98

BP2RD

17.1.2*

Proporsi anggaran domestik yang didanai
oleh pajak domestik

17.2.1

Bantuan Pembangunan Bersih, secara
keseluruhan dan kepada negara-negara
kurang berkembang, sebagai proporsi
terhadap Pendapatan Nasional Bruto dari
OECD/Komite Bantuan Pembangunan

17.3.1

Investasi Asing Langsung (Foreign Direct
Investment/FDI), bantuan pembangunan
dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai
proporsi dari total anggaran domestik.

17.3.2

Volume pengiriman uang/remitansi (dalam
US dollars) sebagai proporsi terhadap total
GDP.




Kode
Indikator (3)

Indikator SDGs (4)

Indikator SDGs Kalsel (5)

Sumber Data

(6)

Satuan (7)

Baseline

(8)

Target SDGs (9)

Capaian SDGs (10)

Status
(11)

Keterangan
Capaian

Instansi

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2021

2021

PII d

17.3.2(a)

Proporsi volume remitansi TKI (dalam US
dollars) terhadap PDB.

17.4.1*

Proporsi pembayaran utang dan bunga
(Debt Service) terhadap ekspor barang dan
jasa.

17.5.1

Jumlah negara yang mengadopsi dan
melaksanakan rezim promosi investasi
untuk negara-negara kurang berkembang.

17.6.1

Jumlah kesepakatan kerjasama dan
program-program di bidang sains dan/atau
teknologi antar negara menurut tipe
kerjasamanya.

17.6.1 (a)

Jumlah kegiatan saling berbagi
pengetahuan dalam kerangka Kerjasama
Selatan-Selatan dan Triangular

17.6.2

Langganan broadband internet tetap
menurut tingkat kecepatannya.

17.6.2 (a)

Persentase jaringan tulang punggung serat
optik nasional yang menghubungkan
Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).

17.6.2 (b)

Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar
(fixed broadband) di Perkotaan dan di
Perdesaan.

17.6.2 (c)

Proporsi penduduk terlayani mobile
broadband

17.7.1

Total jumlah dana yang disetujui untuk
negara-negara berkembang untuk
mempromosikan pengembangan, transfer,
mendiseminasikan dan menyebarkan
teknologi yang ramah lingkungan.

17.8.1*

Proporsi individu yang menggunakan
internet.

17.8.1 (a)

Persentase kabupaten 3T yang terjangkau
layanan akses telekomunikasi universal dan
internet.

17.9.1

Nilai dolar atas bantuan teknis dan
pembiayaan (termasuk melalui kerjasama
Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan
Tirangular) yang dikomitmenkan untuk
negara-negara berkembang.

17.9.1 (a)

Jumlah indikasi pendanaan untuk
pembangunan kapasitas dalam kerangka
KSST Indonesia

17.10.1

Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade
Agreement (FTA).

17.10.1 (a)

Rata-rata tarif terbobot di negara mitra
Free Trade Agreemen t (FTA) (6 negara).




Kode
Indikator (3)

Indikator SDGs (4)

Indikator SDGs Kalsel (5)

Sumber Data

(6)

Satuan (7)

Baseline

(8)

Target SDGs (9)

Capaian SDGs (10)

Status
(11)

Keterangan
Capaian

Instansi

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2021

2021

PII d

17.111

Bagian negara berkembang dan kurang
berkembang pada ekspor global

17.11.1 (a)

Pertumbuhan ekspor produk non migas

17.121

Rata-rata tarif yang dihadapi oleh negara-
negara berkembang, negara kurang
berkembang dan negara berkembang pulau
kecil.

17.13.1*

Tersedianya Dashboard Makroekonomi

17.141

Jumlah negara yang telah memiliki
mekanisme untuk keterpaduan kebijakan
pembangunan berkelanjutan

17.15.1

Jangkauan penggunaan kerangka kerja dan
alat perencanaan yang dimiliki negara oleh
penyedia kerjasama pembangunan.

17.16.1

Jumlah negara yang melaporkan
perkembangan kerangka kerja monitoring
efektifitas pembangunan multi-stakeholder
yang mendukung pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan.

17.17.1

Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-
swasta dan masyarakat sipil (dalam US
dollars).

17.17.1 (a)

Jumlah proyek yang ditawarkan untuk
dilaksanakan dengan skema Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

17.17.1 (b)

Jumlah alokasi pemerintah untuk
penyiapan proyek, transaksi proyek, dan
dukungan pemerintah dalam Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

17.18.1

Proporsi indikator pembangunan
berkelanjutan yang dihasilkan di tingkat
nasional dengan keterpilahan data
Fundamental dari Statistik Resmi lengkap
yang relevan dengan targetnya, yang sesuai
dengan Prinsip-prinsip fundamental dari
Statistik Resmi

17.18.1(a)

Persentase konsumen Badan Pusat Statistik
(BPS) yang merasa puas dengan kualitas
data statistik.

Persentase konsumen Badan
Pusat Statistik (BPS) Barito
Kuala yang merasa puas
dengan kualitas data statistik
di Barito Kuala

%

99,26

100

92,4

97,47

BPS Barito Kuala

17.18.1 (b)

Persentase konsumen yang menjadikan
data dan informasi statistik BPS sebagai
rujukan utama.

Persentase konsumen yang
menjadikan data dan
informasi statistik BPS Barito
Kuala sebagai rujukan utama
di Barito Kuala

%

93,33

83,33

90,32

80

BPS Barito Kuala




Kode
Indikator (3)

Indikator SDGs (4)

Indikator SDGs Kalsel (5)

Sumber Data

(6)

Satuan (7)

Baseline

(8)

Target SDGs (9)

Capaian SDGs (10)

Status
(11)

Keterangan
Capaian

Instansi

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2021

2021

PII d

17.18.1 (c)

Jumlah metadata kegiatan statistik dasar,
sektoral, dan khusus yang terdapat dalam
Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)

17.18.1 (d)

Persentase indikator SDGs terpilah yang
relevan dengan target.

17.18.2*

Jumlah negara yang memiliki undang-
undang statistik nasional yang tunduk pada
Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi.

17.18.2 (a)

Review Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1997 tentang Statistik

17.183

Jumlah negara dengan Perencanaan
Statistik Nasional yang didanai dan
melaksanakan rencananya berdasar sumber
pendanaan

17.18.3 (a)

Tersusunnya National Strategy for
Development of Statistics (NSDS).

17.19.1

Nilai dolar atas semua sumber yang
tersedia untuk penguatan kapasitas
statistik di negara-negara berkembang.

17.19.1 (a)

Jumlah pejabat fungsional statistisi dan
pranata komputer pada
Kementerian/Lembaga.

17.19.1 (b)

Persentase Kementerian/ Lembaga yang
sudah memiliki pejabat fungsional statistisi
dan/atau pranata komputer.

Persentase Jabatan Fungsional
yang terisi

BKD

17.19.1 (c)

Persentase terpenuhinya kebutuhan
pejabat fungsional statistisi dan pranata
komputer Kementerian/ Lembaga

17.19.2

Proporsi negara yang a) melaksanakan
paling tidak satu Sensus Penduduk dan
Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir,
dan b) mencapai 100 persen pencatatan
kelahiran dan 80 persen pencatatan
kematian.

17.19.2 (a)

Terlaksananya Sensus Penduduk dan
Perumahan pada tahun 2020

17.19.2 (b)

Tersedianya data registrasi terkait kelahiran
dan kematian (Vital Statistics Register)

17.19.2 (c)

Jumlah pengunjung eksternal yang
mengakses data dan informasi statistik
melalui website.

Jumlah pengunjung eksternal
yang mengakses data dan
informasi statistik melalui
website BPS Barito Kuala

Orang

Visitor =
25.971

Uniq =
14.601

Visitor =
10,95
uniq =
9,33

Visitor =
10,24
uniq =
8,33

Visitor =
11,8333
uniq =
8,252

BPS Barito Kuala

17.19.2 (d)

Persentase konsumen yang puas terhadap
akses data Badan Pusat Statistik (BPS).

Persentase konsumen yang
puas terhadap akses data
Badan Pusat Statistik (BPS)
Barito Kuala

%

97,58

100

95,5

96.667

BPS Barito Kuala




. Status Keterangan
Kod Sumber Dat Baseli Target SDGs (9 Capaian SDGs (10 Instansi
. ode Indikator SDGs (4) Indikator SDGs Kalsel (5) umbderbata | satuan (7) aseine 8 ) pal (10) (11) Capaian r:slan5|
Indikator (3) (6) (8) P 1a
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2021 2021
17.19.2 (e) Persentase konsumen yang menggunakan |Persentase konsumen yang % 30,85 - - - 58,82 80,65 84,62 BPS Barito Kuala

data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam
perencanaan dan evaluasi pembangunan
nasional.

menggunakan data Badan
Pusat Statistik (BPS) Barito
Kuala dalam perencanaan dan
evaluasi pembangunan
nasional di Barito Kuala
































































